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BAB V  

PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

Pandemi Covid-19 telah membawa banyak dampak terhadap berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek kesehatan dan ekonomi. Hal ini 

menuntut penanganan pandemi Covid-19 berupa kebijakan kesehatan dan 

kebijakan ekonomi dilakukan dengan cepat. Namun, pemenuhan hak kesehatan dan 

hak ekonomi di masa pandemi Covid-19 tidak mudah, terdapat banyak tantangan 

yang harus dihadapi karena pandemi Covid-19 bukan suatu permasalahan biasa, 

melainkan merupakan suatu masalah kedaruratan kesehatan yang menyebabkan 

terjadinya multikrisis. Dengan demikian, dalam hal pemenuhan hak kesehatan dan 

hak ekonomi dengan mengacu pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Virus Covid-19 menyebabkan kematian terhadap orang yang terinfeksi, 

mengakibatkan pemenuhan hak kesehatan masyarakat menjadi prioritas 

terlebih dahulu. Fasilitas dan pelayanan kesehatan menjadi hal utama yang 

harus dipenuhi di masa pandemi Covid-19, sehingga menjadi sesuatu yang 

paling dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan dan penanganan cepat 

terhadap pasien Covid-19. Namun demikian, pandemi Covid-19 pula 

membawa dampak pada hak ekonomi masyarakat dengan terbatasnya 

kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga berimbas kepada penurunan 

pendapatan, pengurangan waktu kerja, pemutusan hubungan kerja, hingga 

penutupan usaha. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan bagi masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan mendapatkan pelayanan 

kesehatan di tengah kedaruratan kesehatan. Oleh karena itu, pemenuhan hak 

kesehatan menjadi hal yang harus didahulukan di masa pandemi Covid-19 

karena dampaknya yang menyebabkan kematian berpengaruh terhadap salah 

satu hak yang bersifat absolut yaitu hak untuk hidup dan kondisi kedaruratan 

kesehatan dapat menjadi alasan pembatasan pemenuhan hak asasi manusia. 
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2. Negara sebagai aktor utama dalam pemenuhan hak asasi manusia memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam pemenuhan hak kesehatan dan hak 

ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. Dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya, terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab negara yang 

harus diperhatikan oleh negara. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya 

memberikan tanggung jawab pada negara untuk melakukan pemenuhan, 

perlindungan, dan penghormatan secara maksimal terhadap hak asasi 

manusia warga negaranya. Dalam pelaksanaan kovenan internasional hak 

ekonomi, sosial dan budaya terdapat prinsip-prinsip tanggung jawab dan 

kewajiban negara, terdiri dari Prinsip Maastricht, Prinsip Progressive 

Realization, Prinsip Non-Diskriminasi, dan Prinsip Limburg. Keempat 

prinsip tersebut dapat menjadi acuan dalam pemenuhan hak kesehatan dan 

hak ekonomi di masa pandemi Covid-19. Pemenuhan hak kesehatan di masa 

pandemi Covid-19 tidak dapat berjalan dengan baik tanpa diiringi pemenuhan 

hak ekonomi. Maka, hak kesehatan dan hak ekonomi menjadi saling 

berkaitan, sehingga dalam pemenuhannya kebijakan kesehatan dan kebijakan 

ekonomi harus dilakukan secara harmonis. Hal ini sesuai dengan prinsip hak 

asasi manusia bahwa hak asasi manusia tak terbagi (indivisibility), saling 

bergantung (interdependent), dan saling terkait (interrelated). 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran saya selaku penulis adalah :  

1. Keadaan pandemi tidak dapat diprediksi dan dihindari, sehingga diperlukan 

persiapan dari negara terutama dalam hal pemenuhan hak kesehatan 

masyarakat. Sebagai hak yang harus didahulukan, pemenuhan hak kesehatan 

yang sangat penting di masa pandemi Covid-19 ini sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan adalah berupa pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk fasilitas dan tenaga 

kesehatan yang memadai. Dengan diperhatikan dan dipersiapkannya 
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pelayanan kesehatan ini, diharapkan dapat mempercepat penanganan dan 

meminimalisir korban dari pandemi di masa mendatang. 

2. Peran negara dalam pemenuhan hak kesehatan dan hak ekonomi masyarakat 

di masa pandemi sangat besar. Tindakan cepat dari pemerintah sangat 

berpengaruh terhadap pemenuhan hak masyarakat, terutama di masa pandemi 

ini dalam hal keselamatan hidup masyarakat. Prinsip-prinsip tanggung jawab 

negara harus diperhatikan sebagai acuan dalam pemenuhan hak kesehatan 

dan hak ekonomi di masa pandemi. Dengan demikian, tindakan yang 

dilakukan oleh negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak dapat 

dilakukan dengan baik dan adil terhadap seluruh masyarakat dan tidak 

bertentangan dengan hak-hak yang lain. 
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